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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Marga Mulya dan Gereja 

Pentakosta di Indonesia Hagios Family sudah memperoleh kepastian 

hukum berupa sertipikat. Kedua gereja tersebut memiliki hak atas tanah 

yang berbeda dan telah memenuhi persyaratan yang ada. Gereja Protestan 

di Indonesia bagian Barat Marga Mulya berpusat di Kota Yogyakarta. 

Pertama kali pembuatan gedung gereja berada dibawah pengawasan 

B.O.W yakni J.G.H Van Valette dan dibawah pimpinan Ir. Holm. Pada 

tanggal 11 Oktober 1857, Gereja Protestan diresmikan sebagai gedung 

gereja dan pemberkatan gedung gereja dilakukan oleh Dominee C.G.S. 

Begemann. Hasil penelitian yang dilakukan di Gereja Marga Mulya 

bersama responden menunjukan bahwa sejak awal pendirian dan 

pemanfaatan bangunan gereja dipakai untuk beribadah oleh orang Belanda 

beragama Kristen dan masyarakat lokal, hubungan gereja dengan 

pemerintah juga telah terjalin erat, karena itulah gereja memperoleh Hak 

Milik sebagaimana diusahakan oleh para pendiri gereja. Sedangkan, 

Gereja Pentakosta di Indonesia Hagios Family, yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Gereja Pentakosta Argolobang, didirikan pada tanggal 18 

Maret 1979 di Jalan Argolobang Nomor 30 oleh Almarhum Bapak Pendeta 

Petrus Suwondo. Kemudian karena pertambahan jemaat gedung berpindah 
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dari Jalan Argolobang ke Jalan Sosrowijayan yang kemudian gedung 

tersebut diresmikan pada tanggal 28 September 1991 oleh Dirjen Bimas 

Kristen dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula tanah 

tersebut dibeli secara perorangan, namun seiring dengan pembentukan 

yayasan, maka hak atas tanah yang semula adalah Hak Milik kemudian 

diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan di atas tanah negara. Oleh karena 

itu, diketahui bahwa kedua gereja tersebut memiliki hak atas tanah yang 

berbeda. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Marga Mulya 

memperoleh sertipikat Hak Milik, sedangkan Gereja Pentakosta di 

Indonesia (GPdi) Hagios Family memperoleh sertipikat Hak Guna 

Bangunan sebagai wujud kepastian hukumnya 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka 

saran yang dapat penulis ajukan adalah Gereja Pentakosta di Indonesia 

Hagios Family seharusnya mencoba untuk mengajukan permohonan 

permohonan resmi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk 

meningkatkan status hak atas tanah mereka dari Hak Guna Bangunan 

menjadi Hak Milik. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ada, Menteri 

Pertanahan akan melihat apakah Gereja tersebut layak untuk memperoleh 

Hak Milik. Dengan diperolehnya Hak Milik maka gereja dapat memiliki 

hak penuh atas tanah tanpa batas waktu. 
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